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Iiligll)f Nama Huruf Latin Keterangan
o Nun N En
3 Waw W We
° ha’ Ha Ha
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1. Konsonan Rangkap
Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.
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04 =bihinna
I1l. Vokal Pendek

Fathah (0" ) ditulis a, kasrah (o_ ) ditilis I, dan dammah (o ) ditulis u.
IV. Vokal Panjang
Bunyi a panjang ditulis a, bunyi i panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis
u, masing-masing dengan tanda penghubung (~ ) diatasnya.
Contoh :
1. Fathah + alif ditulis a, seperti JU ditulis fala.

2. Kasrah + ya’ mati ditulis I seperti : Jusss, ditulis fafsil.

3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti Js.oi,ditulis usul.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya’ mati ditulis ai L~;lIditulis az-Zuhaili
2. Fathah + wawu ditulis au ay.J\ditulis ad-Daulah

V1. Ta’ Marbuthah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab
yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan

sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
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VII.

2.

Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: ala @lal

ditulis bidayah al-hidayah.

Hamzah

1.

Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang
mengiringinya, seperti o ditulis anna.
Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof,( , )

seperti ¢oi ditulis syai,un.

Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai

dengan bunyi vokalnya, seperti _sL, ditulis rabaib.

Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan

lambang apostrof (, ) seperti .5 ditulis ta khuzuna.

VI1IIl. Kata Sandang Alif + Lam

IX.

1.

2.

Bila ditulis huruf gamariyah ditulis al, seperti s,a1 ditulis al-Bagarah.

Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf ‘i’ diganti dengan huruf syamsiyah

yang bersangkutan, seperti sl ditulis an-Nisa .

Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut

penulisannya, seperti : 93 ,all o ditulis zawi al-furud atau Jai @i ditulis

ahlu as-sunnah.
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ABSTRAK

Akbaruddin, NIM. 50122025. 2025. Implementasi Bimbingan Perkawinan
Pasca Terbitnya Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 Tentang
Bimbingan Perkawinan DI KUA Pekalongan (Perspektif Teorl Efektivitas
Hukum). Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing (1)
Prof. Dr. H. Magfur, M.Ag. (2) Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.

Kata Kunci : Bimbingan Perkawinan, Surat Edaran No. 2 Tahun 2024,
Efektivitas Hukum

Penelitian ini mengkaji implementasi Bimbingan Perkawinan pasca
terbitnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 di KUA
Kecamatan Pekalongan Selatan dengan menggunakan Teori Efektivitas Hukum
Soerjono Soekanto. Latar belakang penelitian ini didorong oleh meningkatnya
angka perceraian di Indonesia akibat ketidaksiapan calon pengantin membangun
rumah tangga. Kondisi ini mendorong pemerintah menjadikan Bimbingan
Perkawinan sebagai syarat administratif pencatatan perkawinan, sehingga
merubah paradigma dari program yang bersifat anjuran menjadi kewajiban
hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis
dengan jenis penelitian empiris-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara
dengan Kepala KUA, penyuluh agama, dan calon pengantin, serta studi regulasi
dan literatur. Analisis menggunakan teori efektivitas hukum dengan lima faktor:
substansi hukum, aparat pelaksana, sarana-prasarana, masyarakat, dan budaya
hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Efektivitas administratif tinggi,
dengan kepatuhan 100% karena sertifikat bimbingan menjadi syarat penerbitan
buku nikah. 2) Efektivitas substantif masih terbatas, sebab sebagian besar peserta
hadir karena kewajiban administratif, meskipun kemudian merasakan manfaat
berupa tambahan wawasan, keterampilan komunikasi, dan kesiapan mental.
3)Faktor pendukung meliputi kejelasan regulasi, komitmen aparat KUA, dan
adanya pedoman teknis dari Kementerian Agama. 4) Faktor penghambat meliputi
keterbatasan tenaga penyuluh, sarana-prasarana yang kurang, metode
penyampaian monoton, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
Kesimpulannya, implementasi Surat Edaran No. 2 Tahun 2024 dapat dikatakan
efektif secara formal, tetapi belum sepenuhnya efektif secara substantif. Penelitian
ini berkontribusi secara teoritis dalam kajian efektivitas hukum dan secara praktis
memberi masukan bagi Kementerian Agama untuk meningkatkan kualitas
Bimbingan Perkawinan agar lebih bermakna substantif, sehingga benar-benar
menjadi sarana strategis mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.



ABSTRACT

Akbaruddin, NIM. 50122025. 2025. The Implementation of Marriage
Guidance After the Issuance of the Circular Letter of the Directorate General of
Islamic Community Guidance No. 2 of 2024 Concerning Marriage Guidance at
KUA Pekalongan (A Perspective of the Theory of Legal Effectiveness). Thesis,
Master’s Program in Islamic Family Law, Postgraduate School, State Islamic
University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisors: (1) Prof. Dr. H.
Maghfur, M.Ag. (2) Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.

Keywords: Marriage Guidance, Circular Letter No. 2 of 2024, Legal
Effectiveness

His study examines the implementation of Marriage Guidance after the
issuance of the Circular Letter of the Directorate General of Islamic Community
Guidance No. 2 of 2024 at the Office of Religious Affairs (KUA) of South
Pekalongan District, using Soerjono Soekanto’s Theory of Legal Effectiveness.
The background of this study is the increasing divorce rate in Indonesia, which is
partly due to the lack of preparedness of prospective spouses in building a family.
This condition encouraged the government to make Marriage Guidance an
administrative requirement for marriage registration, thereby shifting the
paradigm from a voluntary program to a binding legal obligation. The research
method employed is a qualitative descriptive-analytical approach with an
empirical-sociological type of study. Data were obtained through interviews with
the Head of KUA, religious counselors, and marriage guidance participants, as
well as from regulations and relevant literature. The analysis was carried out using
the theory of legal effectiveness, which emphasizes five determining factors: legal
substance, law enforcers, facilities and infrastructure, society, and legal culture.

The results of the study indicate that: 1) Administrative effectiveness is
high, demonstrated by full compliance (100%) since the guidance certificate is a
mandatory requirement for the issuance of marriage books. 2) Substantive
effectiveness remains limited, as most participants attended due to administrative
obligations, although many later admitted to gaining benefits in terms of
knowledge, communication skills, and mental preparedness. 3) Supporting factors
include regulatory clarity, the commitment of KUA officials, and the availability
of technical guidelines from the Ministry of Religious Affairs. 4) Inhibiting
factors include limited numbers of counselors, inadequate facilities and
infrastructure, monotonous delivery methods, and low legal awareness among the
community, which still tends to regard the program as a mere formality. In
conclusion, the implementation of Circular Letter No. 2 of 2024 can be considered
formally effective but not yet fully substantively effective. This research
contributes theoretically to the study of legal effectiveness, particularly in Islamic
family law, and practically provides recommendations for the Ministry of
Religious Affairs to improve the quality of Marriage Guidance so that it becomes
more substantively meaningful and serves as a strategic means to realize families
characterized by sakinah, mawaddah, and rahmabh.
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran
fundamental dalam membentuk tatanan masyarakat yang beradab dan
berkeadilan. Kualitas kehidupan keluarga sangat menentukan arah
perkembangan bangsa, sebab keluarga menjadi tempat pertama seseorang
memperoleh pendidikan, nilai moral, serta keterampilan hidup. Namun,
realitas menunjukkan bahwa ketahanan keluarga di Indonesia masih
menghadapi tantangan serius. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam
beberapa tahun terakhir mencatat tren peningkatan angka perceraian, yang
sebagian besar disebabkan oleh konflik internal rumah tangga. Perselisihan
suami istri, lemahnya komunikasi, persoalan ekonomi, hingga kekerasan
dalam rumah tangga merupakan beberapa faktor pemicu yang umumnya
berakar pada ketidaksiapan pasangan dalam menjalani kehidupan berumah
tangga (Irma Yuni, 2020).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa banyak calon pengantin
memasuki jenjang pernikahan tanpa bekal pengetahuan, keterampilan, dan
kesiapan mental yang memadai. Padahal, dalam perspektif Islam, perkawinan
bukan hanya kontrak sosial biasa, melainkan mitsaqan ghalidzan (perjanjian
yang kokoh) yang memiliki konsekuensi moral, spiritual, dan sosial. Tujuan
pernikahan bukan sekadar menyatukan dua individu, tetapi juga membentuk

keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah yang berkontribusi terhadap



kesejahteraan masyarakat secara luas (Nastangin, 2021). Oleh karena itu,
pembekalan pranikah menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.

Merespons kondisi tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia
sejak lama telah memperkenalkan program pembekalan bagi calon pengantin.
Pada tahap awal, program ini dikenal dengan istilah Suscatin (Kursus Calon
Pengantin) yang bersifat anjuran. Namun, dalam praktiknya, anjuran tersebut
kurang efektif karena tidak semua calon pengantin bersedia mengikuti,
sehingga tujuan penguatan ketahanan keluarga belum tercapai secara optimal.
Seiring dengan meningkatnya tantangan keluarga di era modern, pemerintah
kemudian memperkuat regulasi dengan menerbitkan Peraturan Menteri
Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024. Pasal 5 PMA ini secara tegas
menyatakan bahwa setiap calon pengantin wajib mengikuti Bimbingan
Perkawinan (Bimwin) sebagai salah satu syarat untuk menikah (PMA Nomor
30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, t.t.).

Ketentuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran
Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024, yang mengatur teknis
penyelenggaraan Bimwin, mulai dari metode pelaksanaan, kurikulum materi,
tata cara pendaftaran, hingga penerbitan sertifikat sebagai syarat administratif
pencatatan nikah. Dengan demikian, PMA No. 30/2024 menjadi dasar
normatif yang bersifat mengikat, sedangkan Surat Edaran Dirjen berfungsi
sebagai pedoman operasional di lapangan. Kombinasi keduanya menegaskan
bahwa Bimwin tidak lagi bersifat anjuran, melainkan kewajiban hukum yang

mutlak dipenuhi oleh setiap calon pengantin.



Implementasi kebijakan ini di tingkat lokal menarik untuk dikaji,
salah satunya di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan. Daerah ini termasuk
wilayah yang responsif dalam melaksanakan kebijakan baru tersebut. Hampir
seluruh calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan diarahkan untuk
mengikuti Bimwin, sehingga tingkat partisipasi dapat dikatakan sangat tinggi.
Namun, fenomena yang muncul di lapangan memperlihatkan variasi
motivasi. Sebagian calon pengantin mengikuti Bimwin dengan kesadaran
akan pentingnya bekal pranikah, tetapi tidak sedikit yang hadir karena
khawatir pernikahannya tidak dapat dicatatkan bila menolak. Hal ini
menimbulkan pertanyaan krusial: apakah pelaksanaan Bimwin benar-benar
telah efektif meningkatkan pemahaman dan kesiapan calon pengantin,
ataukah hanya dipandang sebagai formalitas administratif semata.

Wawancara awal peneliti dengan beberapa peserta menunjukkan
adanya dinamika persepsi. Pada mulanya, banyak peserta mengaku terpaksa
mengikuti karena syarat administratif. Namun, setelah mengikuti rangkaian
materi, sebagian besar mereka justru mengakui bahwa bimbingan
memberikan wawasan baru yang bermanfaat, baik dalam hal pengelolaan
keluarga, manajemen konflik, maupun pemahaman hak dan kewajiban suami
istri. Fenomena ini menggambarkan adanya pergeseran sikap dari kepatuhan
administratif menuju penerimaan substantif, meskipun belum sepenuhnya
merata di kalangan peserta.

Dari sinilah muncul urgensi penelitian. Implementasi PMA No. 30

Tahun 2024 jo. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 perlu



ditelaah secara mendalam, tidak hanya dari sisi normatif bahwa regulasi
tersebut telah berlaku, tetapi juga dari sisi empiris: sejauh mana kebijakan
tersebut efektif di lapangan, khususnya di KUA Kecamatan Pekalongan
Selatan. Efektivitas hukum tidak cukup diukur dari kepatuhan formal
masyarakat, melainkan harus dilihat apakah aturan tersebut mampu
membentuk pemahaman, kesadaran, dan perilaku hukum yang sesuai dengan
tujuan yang diharapkan.

Dalam kerangka ini, teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh
Soerjono Soekanto menjadi relevan sebagai pisau analisis. Menurut teori
tersebut, keberhasilan suatu aturan hukum ditentukan oleh lima faktor utama:
substansi hukum, aparat pelaksana, sarana-prasarana, masyarakat sebagai
penerima aturan, serta budaya hukum yang berkembang. Kelima faktor
tersebut saling terkait dan menentukan sejauh mana sebuah regulasi dapat
dijalankan secara optimal (Soerjono Soekanto, 1988). Dengan demikian,
menilai efektivitas Bimwin pasca terbitnya regulasi baru ini berarti melihat
bagaimana substansi aturan dipahami, bagaimana aparat KUA melaksanakan,
bagaimana sarana-prasarana mendukung, bagaimana respon masyarakat, serta
bagaimana budaya hukum di Pekalongan Selatan membentuk sikap terhadap
kewajiban Bimwin.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk
memberikan gambaran nyata tentang implementasi kebijakan Bimwin di
tingkat lokal. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan apakah

kebijakan baru ini benar-benar mampu meningkatkan kesiapan calon



pengantin dan memperkuat tujuan perkawinan, ataukah masih sebatas
kewajiban administratif. Hasil kajian ini tidak hanya bermanfaat bagi
pengembangan kajian akademis dalam bidang hukum keluarga Islam, tetapi
juga dapat menjadi masukan praktis bagi Kementerian Agama dalam
mengevaluasi dan menyempurnakan pelaksanaan program Bimwin ke depan.

Untuk memastikan bahwa penelitian ini memiliki nilai orisinalitas,
perlu dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan
pembanding. Penelitian yang dilakukan oleh Habib Wakidatul Ihtiar berjudul
“Membaca Maqashid Syari’ah dalam Program Bimbingan Perkawinan”
lebih menekankan aspek normatif-yuridis dengan fokus pada maqashid
syari’ah secara konseptual (Ihtiar, 2020). Sementara itu, penelitian ini
berbeda karena menelaah implementasi regulasi terbaru, yaitu PMA Nomor
30 Tahun 2024 dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024,
melalui pendekatan empiris dengan menggunakan teori efektivitas hukum
Soerjono Soekanto.

Penelitian Moch Yusuf Syakir Pratama dan Achmad Khudori Soleh
berjudul “Bimbingan Perkawinan dalam Perspektif Empirisme dan
Magqgashid Syariah” bersifat kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-
komparatif, tanpa melibatkan data lapangan (Pratama & Soleh, 2023). Hal ini
berbeda dengan penelitian ini yang melibatkan responden calon pengantin
secara langsung untuk menilai efektivitas pelaksanaan bimbingan

perkawinan.



Adapun penelitian Nasruddin Yusuf dkk. berjudul “Dampak
Bimbingan Perkawinan KUA terhadap Kehidupan Sakinah Bagi Pengantin”
(Yusuf dkk., 2022) serta penelitian oleh Ronimah Rambe berjudul “Peran
Bimbingan Perkawinan Pranikah terhadap Keutuhan Rumah Tangga”
(Rambe, 2022) lebih memfokuskan kajian pada dampak sosial bimbingan
perkawinan terhadap kehidupan rumah tangga. Keduanya tidak secara
spesifik mengkaji efektivitas regulasi hukum yang menjadi dasar kewajiban
bimbingan perkawinan.

Berdasarkan telaah tersebut, dapat disimpulkan adanya bahwa belum
banyak kajian empiris yang menilai implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas
Islam Nomor 2 Tahun 2024 dengan menggunakan kerangka teori efektivitas
hukum. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan berupa analisis
komprehensif terhadap lima aspek efektivitas hukum menurut Soerjono
Soekanto, yakni substansi hukum, aparat pelaksana, sarana-prasarana,
masyarakat, dan budaya hukum dalam konteks pelaksanaan Bimbingan
Perkawinan di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan. Dengan pendekatan ini,
penelitian diharapkan memberikan kontribusi baru dalam mengukur
keberhasilan kebijakan bimbingan perkawinan, tidak hanya dari sisi
administratif, tetapi juga dari aspek kesadaran hukum masyarakat.

Dari uraian di atas, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty)
berupa analisis empiris terhadap implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas
Islam Nomor 2 Tahun 2024 dengan menggunakan perspektif teori efektivitas

hukum Soerjono Soekanto. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih



1.2

menekankan aspek normatif, maqashid syariah, atau dampak sosial
bimbingan perkawinan, sedangkan penelitian ini fokus menilai efektivitas
regulasi terbaru melalui lima faktor determinan: substansi hukum, aparat
pelaksana, sarana-prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Dengan
demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran formal mengenai
kepatuhan administratif calon pengantin, tetapi juga menelaah kualitas
substantif dari implementasi kebijakan tersebut. Posisi inilah yang menjadi
kontribusi baru baik bagi kajian akademik hukum keluarga Islam maupun
bagi evaluasi praktis program bimbingan perkawinan di Indonesia.
Identifikasi Masalah

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar calon
pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan
Pekalongan Selatan tidak didasari oleh kesadaran pribadi akan pentingnya
program tersebut, melainkan lebih karena adanya ketentuan administratif dari
KUA sebagai syarat penerbitan buku nikah.

Hal ini memunculkan permasalahan efektivitas hukum secara
sosiologis. Meskipun Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024
telah mewajibkan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin,
di beberapa kasus pelaksanaannya masih bersifat administratif formal semata.
Hal ini memicu pertanyaan, apakah program ini benar-benar berdaya guna
dalam membentuk kesiapan calon pengantin, atau sekadar dipenuhi untuk

kelengkapan administrasi.



Dari hasil wawancara awal peneliti, diketahui terdapat variasi
motivasi dari calon pengantin dalam mengikuti program ini. Sebagian merasa
terpaksa, sebagian lagi mulai menyadari manfaatnya setelah mengikuti.
Kondisi ini perlu dikaji lebih dalam melalui perspektif efektivitas hukum.
Belum banyak penelitian yang secara khusus mengevaluasi sejauh mana
Surat Edaran No. 2 Tahun 2024 ini efektif diimplementasikan di KUA
Kecamatan Pekalongan Selatan. Evaluasi ini penting untuk melihat apakah
tujuan regulasi tersebut telah tercapai sesuai dengan teori efektivitas hukum.
Dalam praktiknya, terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya
manusia, fasilitas, metode bimbingan, hingga kesadaran hukum masyarakat.
Faktor-faktor ini penting dianalisis karena berkaitan langsung dengan tingkat
keberhasilan implementasi hukum di masyarakat.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya membahas tentang Implementasi Surat Edaran
Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan
bagi Calon Pengantin yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. Tidak membahas
implementasi surat edaran tersebut di wilayah lain.

Penelitian ini hanya berfokus pada implementasi dari sudut pandang
teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Lima indikator efektivitas hukum
yang dikaji adalah: Substansi hukum (isi peraturan), aparat penegak hukum
(KUA Pekalongan Selatan), sarana dan prasarana pendukung, masyarakat

yang terkena dampak hukum (calon pengantin), budaya hukum masyarakat
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1.5

setempat. Penelitian  ini  hanya  melibatkan  Kepala ~ KUA,
penyuluh/pemimbing, dan beberapa calon pengantin yang mengikuti program
bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan. Penelitian
ini tidak menilai materi atau kurikulum bimbingan perkawinan secara
mendalam, melainkan menilai dari segi implementasi aturan dan efektivitas
hukumnya dalam mendorong partisipasi dan kesadaran calon pengantin.

Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan di atas, rumusan masalah
dalam penelitian ini Adalah :

1. Bagaimana implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2
Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di
KUA Kecamatan Pekalongan Selatan?

2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan surat edaran tersebut ditinjau dari
perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini diantaranya sebagai
berikut :

1. Mengetahui dan Memahami Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas
Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon
Pengantin di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan.

2. Menganalisis efektivitas pelaksanaan surat edaran tersebut berdasarkan

teori efektivitas hukum.
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1.6 Manfaat Penelitian
1.6.1. Secara Teoritis

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran
dalam bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait
implementasi regulasi bimbingan perkawinan dan efektivitas
hukumnya.

2) Menambah literatur akademik mengenai kebijakan bimbingan
perkawinan, bukan hanya dari sisi normatif (magashid syariah atau
sosial) tetapi dari aspek efektivitas regulasi.

3) Memberikan sudut pandang baru yang belum banyak diteliti
sebelumnya, karena fokus pada implementasi regulasi dengan teori
efektivitas hukum, bukan hanya manfaat sosial atau religius dari
bimbingan.

1.6.2 Manfaat Praktis
Hasil peneitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat,
khususnya untuk diri sendiri serta menjadi syarat memperoleh gelar
Magister Hukum. Bagi KUA Pekalongan Selatan, hasil penelitian
dapat dijadikan sebagai evaluasi pelaksanaan bimbingan perkawinan
agar lebih efektif dan substantif, bukan sekadar administratif. Bagi
calon pengantin, penelitian ini memberikan gambaran pentingnya

mengikuti bimbingan dengan kesadaran, bukan sekadar formalitas.



BAB VII

SIMPULAN, SARAN, DAN PENUTUP

7.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Surat Edaran
Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan di
KUA Kecamatan Pekalongan Selatan dengan menggunakan Teori Efektivitas
Hukum Soerjono Soekanto, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan
Pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan
Pekalongan Selatan berjalan sesuai pedoman Kementerian Agama, hamun
belum maksimal. Program hanya dilaksanakan secara tatap muka internal
KUA, tidak melibatkan lintas sektor (BKKN dan Dinkes) padahal jika
mengikuti pedoman dari kemenag terdapat salah satu materi yang harus di
diberikan dari BKKBN dan Dinkes, tidak menggunakan metode daring,
dan hanya berlangsung satu hari dengan pemadatan materi. Hal ini
menyebabkan waktu pembelajaran kurang ideal untuk menginternalisasi
seluruh materi. Aparat KUA berperan penuh sebagai fasilitator, tetapi
menghadapi keterbatasan tenaga penyuluh, sarana-prasarana yang terbatas,
serta metode penyampaian yang relatif monoton.
2. Efektivitas Pelaksanaan
Dari sisi administratif, efektivitas sangat tinggi karena sertifikat

Bimbingan Perkawinan menjadi syarat penerbitan buku nikah sehingga
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tingkat kepatuhan mencapai 100%. Namun, dari sisi substantif
efektivitasnya masih terbatas. Mayoritas peserta mengikuti program
karena kewajiban administratif, meskipun setelah mengikuti bimbingan
banyak yang mengakui mendapat manfaat berupa tambahan wawasan,
keterampilan komunikasi, dan kesiapan mental. Hal ini menunjukkan
adanya pergeseran dari kepatuhan formal menuju penerimaan substantif,
meskipun belum sepenuhnya merata di kalangan calon pengantin.
3. Novelty (Kebaruan Penelitian)
Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menilai implementasi
Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 melalui perspektif
Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Pendekatan ini berbeda dari
penelitian terdahulu yang lebih banyak menekankan aspek normatif,
magqasid syari‘ah, atau dampak sosial bimbingan perkawinan. Dengan
menganalisis lima faktor penentu efektivitas hukum (substansi hukum,
aparat pelaksana, sarana-prasarana, masyarakat, dan budaya hukum),
penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam mengukur efektivitas
regulasi secara empiris, sekaligus kontribusi praktis berupa rekomendasi
bagi Kementerian Agama untuk meningkatkan kualitas Bimbingan
Perkawinan agar lebih bermakna secara substantif, bukan sekadar
administratif.
Dengan demikian, implementasi SE No. 2 Tahun 2024 efektif secara

formal, tetapi belum sepenuhnya efektif secara substantif. Aturan ini
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berfungsi sebagai “pintu masuk” yang menumbuhkan kepatuhan awal, namun

masih perlu penguatan agar menghasilkan kesadaran hukum jangka panjang.

7.2 Saran
Berdasarkan simpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran
sebagai berikut:
1. Untuk Kementerian Agama:

a. Melakukan evaluasi berkala terhadap SE No. 2 Tahun 2024, agar tidak
hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga substantif.

b. Menyusun pedoman materi bimbingan yang lebih aplikatif dan
kontekstual, termasuk isu kesehatan keluarga, ekonomi rumah tangga,
dan pendidikan anak.

2. Untuk KUA Kecamatan Pekalongan Selatan:

a. Meningkatkan metode penyampaian materi dengan pendekatan
partisipatif dan interaktif, bukan hanya ceramah satu arah.

b. Menjalin sinergi dengan BKKBN, Puskesmas, psikolog, dan konselor
keluarga agar substansi bimbingan lebih komprehensif.

Cc. Memanfaatkan teknologi (media digital, platform daring) untuk
memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas edukasi.

3. Untuk Masyarakat:

a. Meningkatkan kesadaran bahwa bimbingan perkawinan bukan sekadar

syarat administratif, melainkan bekal penting untuk membangun

keluarga yang harmonis.
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b. Menginternalisasi nilai-nilai hukum dan agama dalam kehidupan
rumah tangga, sehingga kepatuhan hukum tidak hanya bersifat formal,
tetapi juga substantif.

4. Untuk Peneliti Selanjutnya:

a. Dapat memperluas lokasi penelitian agar hasilnya lebih representatif
secara nasional.

b. Mengkaji efektivitas bimbingan perkawinan dari perspektif
multidisipliner (hukum, psikologi, kesehatan, sosiologi) untuk

mendapatkan gambaran lebih komprehensif.

7.3 Penutup

Penelitian ini memberikan gambaran bahwa implementasi Surat
Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan
sudah berjalan dengan baik dari sisi administratif, namun masih menghadapi
tantangan dalam mewujudkan efektivitas substantif. Oleh karena itu,
dibutuhkan perbaikan pada aspek substansi materi, metode bimbingan,
fasilitas, serta kesadaran hukum masyarakat.

Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis
bagi pengembangan kajian efektivitas hukum, serta kontribusi praktis bagi
Kementerian Agama, KUA, dan masyarakat dalam mewujudkan tujuan

perkawinan sesuai dengan visi keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.
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